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ABSTRAK

Poligami  yang  merupakan  rangkaian  kata  “Poli”  dan  “Gamein”  bermakna  perkawinan  yang banyak,  maksudnya  adalah  beristeri  dan  kalau  dipahami  dari  kata  tersebut  diatas  menjadi  sah  untuk  menyatakan  bahwa  arti  poligami  adalah  perkawinan  banyak  dan  bisa  juga  dalam  jumlah  yang  tidak  terbatas. Poligami  mempunyai  arti  perkawinan  yang  lebih  dari  satu , dengan  batasan  umumnya  dibolehkan  hanya  sampai  empat.
Dalam  perspektif  metodologis,  penganutan  ketentuan  hukum  mengenai  poligami  yang  boleh  dilakukan  atas  kehendak  yang  bersangkutan  melalui  izin  Pengadilan  Agama,  setelah  dibuktikan  izin  isteri  atau  isteri-isteri, dimaksudkan  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  yaitu  terwujudnya  cita-cita  dan  tujuan  perkawinan  itu  sendiri, yaitu  rumah  tangga  yang  kekal  dan  abadi  yang  diridhai  dan  didasarkan  pada  cinta  dan   kasih  sayang.
ABSTRACT
Polygamy is a series of the word “Poly” and “gamein”  meaning many marriages, wives and if the intention is understood from the above words became legitimate to realize that the meaning of polygamy is a lote marriage and could be in an unlimited amount. Polygamy has meaning marriage is more than one with restrictions generally permissible only up to four.
Methodological perspective, the adoption of laws on polygamy will be made on the relevant icenses through religious courts, as evidenced permit of wive or wives are meant to realize the benefit of which is the realization of dream aims and purposes of marriage, that household eternal and based on love an affection.
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I.	PENDAHULUAN

	Hidup  berpasang-pasangan  merupakan  salah  satu  bentuk  sunatullah  yang  umum  berlaku  pada  semua  mahluk  Tuhan.  Baik  pada  manusia,  tumbuhan  maupun  pada  hewan. Tujuan  perkawinan  dalam  Islam  sebagai  tulang  punggung  terbentuknya  keluarga  adalah  untukmemenuhi  tuntutan  hajat  tabiat  kemanusian,  berhubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  suatu  keluarga  yang  bahagia  dengan  cinta  dan  kasih  sayang,  untuk  memperoleh  keturunan  yang  sah  didalam  masyarakat  dengan  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  syari’ah.
Dan  untuk  kepentingan  manusia  secara  luas  perkawinan  merupakan  cara  untuk  menjaga  kelangsungan  jenis  melalui  keturunan  yang  sah  dan  bertanggung  jawab. 
Keadaan  ini  sifatnya  universal  dan  masih  berlaku  hingga  sekarang  sehingga  apabila  ada  salah  satu  keadaan  yang  tidak  terpenuhi  misalnya ;  Isteri  mengidap  suatu  penyakit  yang  mengganggu  peranannya  sebagai  isteri,  isteri  tidak  bisa  memberikan  keturunan  dan sebagainya. Untuk  memecahkan  masalah  tersebut  isteri  meminta  kepada  suami  untuk  beristeri  lebih  dari  satu  dan  kadang-kadang  suami  berinisiatif  untuk  beristeri  lebih  dari  satu  tentu  saja  harus  dengan  persetujuan  isteri  pertama. Darurat  yang dimaksud  adalah  berkaitan  dengan  tabiat  laki-laki  dari  segi  kecendrungan  untuk  bergaul  dari  seorang  isteri.  
Peraturan  pemerintah  menetapkan  syarat  yang  berat  itu  bertujuan  untuk  mempersulit  terjadinya  perkawinan  poligami  dan  bukan  menghapus  sama  sekali  sistem  poligami.
Fakta  disepur  poligami  menunjuk  banyaknya  penderitaan  yang  timbul  akibat  poligami.  Penderitaan  itu  terhadap  isteri  pertama  juga  isteri  yang  lainnya  serta  anak-anak,  maka  dari  beberapa  kasus  poligami  yang  terjadi  di  kota  Samarinda  dalam  kurun  waktu  dari  tahun  2008  sampai  2011,  banyak  memperlihatkan  bentuk  kekerasan  terhadap  isteri  dan  anak-anak  mereka,  mulai  dari  tekanan  psikis,  penganiayaan  fisik,  penelantaranisteri  dan  anak,  ancaman  dan  teror,  serta  pengabaian  hak  seksual  isteri,  sementara  banyak  poligami  dilakukan  tanpa  adanya  alasan  yang  jelas.
Atas  dasar  itulah  penulis  merasa  tertarik  untuk  lebih  lanjut  dan  mengangkatnya  kedalam  penulisan  hukum ini.

II.	PERMASALAHAN

	Penelitian yang diambil penulis adalah untuk mencari tahu apa dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam dalam hal membolehkan adanya perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) dan apa yang menjadi alasan bagi pihak-pihak yang melarang adanya poligami.

III.	METODE PENELITIAN
	Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian Yuridis Normatif. Dengan poligami dan akibat hukumnya sebagai orang yang beragama islam merupakan obyek penelitian. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal hasil penelitian terdahulu, dan yang terakhir bahan hukum tertier yang berupa kamus dan ensiklopedia.

IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menurut  Ensiklopedia  Nasional  Indonesia,  beristeri  lebih  dari seorang  diartikan  sebagai  suatu  pranata  perkawinan  yang  memungkinkan  terwujudnya  keluarga  yang  suaminya  memiliki  lebih  dari  seorang  isteri.
Kebalikan  dari  poligami  adalah  monogami,  yaitu  ikatan  perkawinan  yang  terdiri  dari  seorang  suami  dan  seorang  isteri.  Suami  hanya   mempunyai  seorang  isteri.  Istilah  lainnya  monogini.  Dalam  realitas  sosiologi  di  masyarakat,  monogami  lebih  banyak  dipraktekkan  karena  dirasakan  paling  sesuai  dengan  tabiat   manusia  dan  merupakan  bentuk  perkawinan  yang  menjanjikan  kedamaian.
Berdasarkan  pemahaman  terhadap  ayat  yang  membatasi poligami,  Allah  Ta'ala  membolehkan  poligami  dengan  batas  sampai empat  orang  dan  mewajibkan  berlaku  adil  kepada  mereka  dalam  urusan  makan,  tempat  tinggal,  pakaian,  kediaman,  atau  segala  yang bersifat  kebendaan  tanpa  membedakan  antara  isteri   yang  kaya  dengan  yang  fakir,  yang  berasal  dari  keturunan  yang  tinggi  dan yang  bawah.  Bila  suami  khawatir  berbuat  zalim  dan  tidak  dapat memenuhi  hak-hak  mereka  semua  maka  diharamkan  berpoligami.  Bila  yang  sanggup  dipenuhinya  hanya  tiga  orang  isteri  maka  haramlah  baginya  kawin  dengan  empat  perempuan.  Jika  ia  sanggup  memenuhi  hak  dua  orang  isteri  maka  haram  baginya  kawin  dengan tiga  perempuan.  Begitu  pula  kalau  dia  khawatir  akan  berbuat  zalim  kalau  kawin  dengan  dua  perempuan  maka  haram  baginya  melakukannya.
Namun  demikian,  kebolehan  poligami  pada  ayat  di  atas  tidaklah  harus  selalu  dikaitkan  dengan  konteks  pengasuhan  anak  yatim,  sebagaimana  khayalan  kaum  liberal  yang  bodoh.  Sebab  sebagaimana  sudah  dipahami  dalam  ilmu  ushul  fiqih,  yang  menjadi  pegangan/patokan  adalah  bunyi  redaksional  ayat  yang  bersifat  umum  (fankihuu  maa  thaab  lakum  mina  an-nisaa`  dst),  bukan  sebab turunnya  ayat  yang  bersifat  khusus  (pengasuhan  anak  yatim).  Jadi poligami  boleh  dilakukan  baik  oleh  orang  yang  mengasuh  anak yatim  maupun  yang  tidak   mengasuh  anak  yatim.
Beberapa  hadits  menunjukkan,  bahwa  Rasulullah  SAW  telah  mengamalkan  bolehnya  poligami  berdasarkan  umumnya  ayat  tersebut, tanpa  memandang  apakah  kasusnya  berkaitan  dengan  pengasuhan  anak  yatim  atau  tidak.  
Kebolehan  poligami  ini  tidaklah  tepat  kalau  dikatakan  "syaratnya  harus  adil".  Yang  benar,  adil  bukan  syarat  poligami,  melainkan  kewajiban  dalam  berpoligami.  Syarat  adalah  sesuatu  sifat  atau  keadaan  yang  harus  terwujud  sebelum  adanya  sesuatu  yang  disyaratkan  (masyrut).
Yang  dimaksud  "adil"  bukanlah  "sama  rata"  (secara  kuantitas)  (Arab  :  al-taswiyah),  melainkan  memberikan  hak  sesuai  keadaan  para  isteri  masing-masing.  Namun  kalau  suami  mau  menyamakan  secara  kuantitas  juga  boleh,  namun  ini  sunnah,  bukan  wajib.
Adapun  "adil"  dalam  QS  an-Nisaaâ:  129  yang  mustahil  dimiliki  suami  yang  berpoligami,  maksudnya  bukanlah  "adil"  dalam  hal  nafkah  dan  mabit,  melainkan  adil  dalam  "kecenderungan  hati"  (al-mail  al-qalbi).  Allah  SWT  berfirman  (artinya) :
"Kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri(mu)  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian."  (QS  an-Nisaaâ  [4]  :  129).
Dalam  prespektif  metodoligis,  pengaturan  ketentuan  hukum  mengenai  poligami  yang  boleh  dilakukan  atas  kehendak  yang  bersangkutan  melalui  izin  Pengadilan  Agama,  setelah  dibuktikan  izin  isteri  atau  isteri-isteri,  dimaksudkan  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  yaitu  terwujudnya  cita-cita  dan  tujuan  perkawinan  itu sendiri,  yaitu  rumah  tangga  yang  kekal  dan  abadi  yang  diridhai Allah  SWT  dan  didasarkan  pada  cinta  dan  kasih  sayang  (mawaddah  wa  rahmah).
Dalam  konteks  agama Islam  ini  mulanya  diturunkan  pada  masyarakat  Arab  Jahiliyah  yang  sangat  kental  dengan  budaya  patriarkisnya.  Konsekuensinya  pemahaman  keagamaan  yang berkembang  sangat  mungkin  terpengaruh  oleh  budaya  dominan  tersebut.
Sudah  menjadi  tradisi  di  masa  Jahiliyah  berpoligami  dilakukan  tanpa  batasan  jumlah  maksimal  dan  tanpa  persyaratan  harus  mampu  memberi  nafkah  dan  berlaku  adil  yang  hanya didasarkan  pada  pemuasan  hasrat  biologis/seksual  saja.  Islam  dating  menghapus  tradisi  yang  sewenang-wenang  itu  dan  dikategorikan  sebagai  perbuatan  dzalim. 
Kegemaran  poligami  tanpa  batas  ini  merupakan  tradisi  yang tidak  mungkin  dihilangkan  begitu  saja  di  kalangan  bangsa  Arab. Terhadap  tradisi  yang  sudah  mengakar  kuat  dalam  masyarakat,  kemudian  setelah  Islam  yang  dibawa  oleh  Rasulullah  SAW  menoleransi  poligami  terbatas  seperti  tertera  dalam  surat  an-Nisa’  (4) ayat  3.
Pada  zaman  Nabi  SAW  orang-orang  yang  masuk  Islam,  apabila  mempunyai  isteri  lebih  dari  empat  orang,  maka  lebihnya  disuruh  menceraikan,  sehingga  tinggal  empat  orang  isteri  saja.  Hal  ini  terjadi  pada  diri  Ghilan  yang  memiliki  sepuluh  orang  isteri  sebelum  masuk  Islam.  Setelah  masuk  Islam,  ia  disuruh  memilih  empat  untuk  tetap  menjadi  isterinya  dan  selebihnya  diceraikan.
Islam  sama  sekali  tidak  melarang  poligami,  melainkan  hanya  meringankan  dan  mengurangi  kebiasaan  orang  Arab  yang  memang  gemar  berpoligami.
Islam  hanya  membenarkan  perkawinan  antar  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  yang  keduanya  tidak  terhalang  menikah  secara  syar'i  (bukan  ayah, ibu,  nenek,  kakek,  saudara  kandung)  yang  didahului  dengan  proses  meminang kepada  orang  tua  atau  wali  perempuan,  membayar  mahar  dan  ijab  kabul.  Pada prinsipnya  Islam  tidak  membenarkan  semua  bentuk  perkawinan  yang  didalamnya  ditemukan  unsur-unsur  kekerasan,  penganiayaan,  kezaliman, ketidakadilan,  pelecehan,  pemaksaan  dan  penindasan.
Poligami  ternyata  dapat  memecahkan  banyak  sekali  problem  yang  terdapat  dalam  suatu  komunitas  masyarakat  dengan  sifatnya  yang  hakiki  sebagai  sebuah  komunitas  masyarakat  dengan  sifatnya  yang  hakiki  sebagai  sebuah  komunitas  manusia.  Dengan  demikian  Islam  membolehkan  poligami  dalam  keadaan  darurat  atau  kebutuhan  mendesak,  itupun  dibatasi  oleh  standarisasi  yaitu  kemampuan  untuk  memberi  nafkah,  bersikap  adil  antara  beberapa  isteri  dan  bergaul  dengan  baik.  Adapun  berbagai  alasan  yang  melatarbelakangi  praktek  poligami  di  masyarakat  yaitu:
1. Bahwa  poligami  merupakan  Sunnah  Nabi  dan  memiliki  landasan  teologis yang  jelas  yakni  Surat  An  Nisa'  ayat  3  karena  itu  melarang  poligami berarti  melarang  hal  yang  mudah  atau  dibolehkan  Allah  dan  itu  berarti menentang  ketetapan  Allah.
2. Sering  dijumpai  adanya  istilah  adanya  isteri  yang  mandul  dan  terbukti setelah  melalui  pemeriksaan  medis,  para  ahli  berpendapat  bahwa  dia  tidak dapat  hamil.  Akan  tetapi  ia  tetap  menaruh  rasa  cinta  didalam  kalbu  untuk suaminya,  dan  suaminya  pun  tetap  menaruh  rasa  cinta  didalam  hatinya untuk  istrinya.  Tetapi  karena  suami  ingin  mempunyai  keturunan  dan  juga tetap  ingin  mempertahankan  mahligai  kehidupan  rumah  tangga  mereka,  sang  isteri  memperbolehkan  suaminya  untuk  menikah  lagi  agar  memperoleh keturunan   yang  diinginkan.
3. Ditemukannya  sejumlah  tabiat  yang  tidak  biasa  pada  sebagian  pria,  yakni tidak  merasa  puas  hanya  dengan  memiliki  satu  orang  isteri.  Akibatnya mereka  bias  saja  mengekspresikan  hasrat  seksualnya  yang  menggebu terhadap  isterinya  sehingga  dapat  berdampak  buruk  untuk  isterinya  itu  atau akan  mencari  wanita  lain  untuk  dijadikan  isteri  jika  terdapat  pintu dihadapannya  yang  memberikan  peluang  untuk  melangsungkan  pernikahan lagi  dengan  dua,  tiga,  atau  empat  wanita.
4. Faktor  ekonomi  juga  diajukan  sebagai  penyebab  poligami.  Faktor  yang menyangkut  kebutuhan  materi,  atau  kebutuhan  jasmaniah,  kebutuhan   makan, minum,  sandang,  pangan,  dan  papan  serta  kebutuhan  lainnya  yang  bersifat materiil.  Kaum  laki-laki  berpoligami  karena  dengan  mempunyai  isteri  lagi dapat  diberi  modal  untuk  berusaha,  sehingga  dapat  memperbesar  usahanya atau  isteri  lamanya  tidak  pandai  berusaha,  suami  sibuk  menghidupi keluarganya  kemudian  menikah  lagi  dengan  perempuan  yang  sudah mempunyai  pekerjaan  atau  kaya  dapat  dimintai  uang  dan  sebagainya  yang bersifat  materi.  Oleh  karena  itu  dengan  mempunyai  banyak  isteri  maka  ia memperoleh  bantuan  dari  isteri-isterinya  untuk  mengelola  masing-masing usahanya.
Pada  dasarnya  dalam  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  tahun  1974 menganut  adanya  asas  monogami  dalam  perkawinan.  Hal  ini  disebut  dengan tegas  dalam  pasal  3  ayat  1  yang  menyebutkan  "Pada  asasnya  seorang  pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  isteri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai  seorang suami". Akan  tetapi  asas  monogamy  dalam  UU  perkawinan tidak  bersifat  mutlak,  artinya  hanya  bersifat  pengarahan  pada  pembentukan perkawinan  monogami  dengan  mempersulit  penggunaan  lembaga  poligami  dan bukan  menghapus  sama  sekali  sistem  poligami.  Ini  dapat  diambil  argumen   yaitu  jika  perkawinan  poligami  ini  dipermudah  maka  setiap  laki-laki  yang  sudah  beristri  akan  sangat  merugikan  pihak  perempuan  juga  anak-anak  yang akan  dilahirkannya  nanti  di  kemudian  hari.

Di  Indonesia  masalah  Poligami  diatur  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  9  Tahun  1975  tentang  Aturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  1/1974.  Bagi  pegawai  negeri  sipil, aturannya  dipisahkan  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  10/1983  tentang Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.
Dari  alasan  seorang  suami  yang  ingin  menikah  lagi  dari  ketentuan  dua peraturan  ini  tidak  ada  perbedaan,  yaitu  sama-sama  mengarah  pada  keadaan  dan  kondisi  si  isteri.
Menurut  Dra.  Siti  Ruhaeni,  Poligami  merupakan  salah  satu  persoalan dalam  perkawinan  yang  paling  banyak  dibicarakan  sekaligus   kontroversial.  Satu sisi  poligami  yang  ditolak  dengan  berbagai  macam  argumentasi  baik  bersifat normatif,  psikologis  bahkan  selalu  dikaitkan  dengan  ketidakadilan  gender. Bahkan  para  penulis  barat  sering  mengklaim  bahwa  poligami  adalah  bukti bahwa  ajaran  Islam  dalam  bidang  perkawinan  sangat  diskriminatif  terhadap perempuan .pada  sisi  lain,  poligami  dikampanyekan  karena  dianggap  memiliki sandaran  normatif  yang  tegas  dan  dipandang  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk menyelesaikan  fenomena  berselingkuh  dan  prostitusi.
Ketentuan  KHI  tentang  poligami  ini jelas  menunjukan  posisi  subordinat  dan  ketidakberdayaan  perempuan  dihadapan laki-laki.  Lagi  pula  kalau  dihayati  hati  dengan  jernih  mau  tidak  mau  harus diakui  bahwa  kondisi  isteri  yang  mandul  atau  berpenyakit  bukanlah  hal  yang disengaja.  Kondisi  itu  merupakan  takdir  dari  Tuhan  bukan  keinginan  manusia. Sebab  mana  ada  isteri  yang  menginginkan  dirinya  mandul  atau  berpenyakit. Semua  perempuan  tentu  menginginkan  dirinya  subur  dan  sehat,  tetapi  tidak semua  keinginan  manusia  itu  terwujud.

Pelaksanaan  poligami  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  I tentang  Hukum  Perkawinan  Bab  IX  Pasal  55  sampai  dengan  pasal  59.

Pada  pasal  55  dinyatakan:
1.  Beristeri  lebih  dari  satu  orang  pada  waktu  bersamaan,  terbatas  hanya  sampai empat  orang  isteri.
2.  Syarat  utama  beristeri  lebih  dari  satu  orang,  suami  harus  berlaku  adil terhadap  isteri  dan  anak-anaknya.
3.  Apabila  syarat  utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak  mungkin  dipenuhi, suami  dilarang  beristeri  lebih  dari  satu  orang.

Lebih  lanjut  dalam  pasal  56  dijelaskan:
1.  Suami  yang  hendak  beristeri  lebih  dari  satu  orang  harus  mendapatkan  izin dari  Pengadilan  Agama.
2.  Pengajuan  permohonan  izin  dimaksudkan  pada  ayat  1  dilakukan  menurut tata cara  sebagaimana  diatur  dalam  BAB  VIII  PP  No.  9  tahun  1975.
3.  Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri  kedua,   ketiga  atau  keempat  tanpa izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.

Pada  pasal  57  Kompilasi  Hukum  Islam  dinyatakan :
1.  Isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri.
2.  Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan.
3.  Isteri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan.

Pasal  58  Kompilasi  Hukum  Islam   menyatakan:
1.  Selain  syarat  utama  yang  disebut  pasal  55  ayat  (2)  maka  untuk  memenuhi izin  pengadilan  Agama  harus  pula  dipenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan pada  pasal  5  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yaitu:
a.  adanya   persetujuan   isteri.
b. adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka.
2.  Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pasa   41  huruf  b  Peraturan  Pemerintah No.9  tahun  1975,  persetujuan  istri  atau  isteri-isteri  dapat  diberikan  secara tertulis  atau  dengan  lisan,  tetapi  sekalipun  telah  ada  persetujuan  tertulis, persetujuan  ini  dipertegas  dengan  persetujuan  lisan  istri  pada  sidang  Peradilan  Agama.
3.  Persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  tidak  diperlukan  bagi istrinya  tidak  mungkin  dimintai  persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi pihak  dalam  perjanjian  atau  apabila  tidak  ada  kabar  dari  istri  atau  istri-istrinya  sekurang-kurangnya  2  tahun  atau  karena  sebab  lain  yang  perlu mendapat  penilaian  Hakim.
	Selanjutnya  pada  pasal  59  juga  digambarkan  betapa  besarnya  wewenang  pengadilan  Agama  dalam  memberikan  keizinan.  Sehingga  bagi  isteri yang  tidak  mau  memberikan  persetujuan  kepada  suaminya  untuk  berpoligami, persetujuan   itu  dapat  diambil  alih  oleh  Pengadilan  Agama.
	Dalam  mendefinitifkan  kebolehan  poligami  ke  dalam  kategori  hukum boleh, tidak  mesti  dengan  mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  masyarakat Islam  di  Indonesia  yang  lebih  menyukai  perkawinan  monogami  yang  akan  lebih mendatangkan  kebahagiaan  dan  ketentraman  dalam  keluarga.  Poligami boleh  dilakukan  jika  keadaan  benar-benar  darurat.
	Dalam  prespektif  metodologis,  penganutan  ketentuan  hukum  mengenai poligami  yang  boleh  dilakukan  atas  kehendak  yang  bersangkutan  melalui  izin Pengadilan  Agama,  setelah  dibuktikan  izin  istri  atau  isteri-isteri,  dimaksudkan untuk  merealisasikan  kemaslahatan  yaitu  terwujudnya  cita-cita  dan  tujuan perkawinan  itu  sendiri,  yaitu  rumah  tangga  yang  kekal  dan  abadi  yang  diridhai Allah  SWT  dan  didasarkan  pada  cinta  dan  kasih  sayang.  Karena  itu  segala persoalan  yang  dimungkinkan  akan  menjadi  penghalang  bagi  terwujudnya  tujuan  perkawinan  tersebut  harus  dihilangkan  setidaknya  dikurangi.

V.	KESIMPULAN DAN SARAN
	Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang berhasil dihimpun, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dasar  pertimbangan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  hal  membolehkan adanya  perkawinan  lebih  dari  seorang  isteri. Pelaksanaan  poligami  diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  I  tentang  Hukum  Perkawinan  Bab  IX Pasal  55  sampai  dengan  pasal  59.  Dimana  ketentuan-ketentuan  yang mengatur  poligami  tentang  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang suami  yang  akan  berpoligami  dapat  dikatakan  cukup  berat  dan  ketat.  Dasar pertimbangan  Kompilasi  Hukum  Islam  membolehkan  adanya  perkawinan lebih  dari  satu  orang  (poligami)  adalah  surat  An-Nisa  ayat  3  dimana pelaksanaan  poligami  dibatasi  sampai  empat  orang  isteri  saja  dengan  syarat adil  kepada  semua  isteri-isteri  dan  anak-anaknya.
2. Alasan  pihak-pihak  yang  melarang  adanya  poligami.  Islam  tidak menganjurkan  poligami,  apalagi  mewajibkannya.  Pembahasan  poligami dalam  Islam  harus  dilihat  dalam  prespektif  perlunya  pengaturan  hukum dalam  aneka  kondisi  yang  mungkin  terjadi.  Dalam  konteks  poligami  dalam ajaran  Islam,  poligami  hanyalah  sebuah  pintu  darurat  kecil  yang dipersiapkan  untuk  situasi  dan  kondisi  darurat.  Praktek  poligami  dalam masyarakat  telah  menimbulkan  problem  sosial yang  meluas  dan  sudah memprihatinkan.
B. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  kemukakan  adalah  sebagai  berikut :
1. Hendaknya  seorang  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  terlebih dahulu  mempertimbangkan  dengan  masak-masak  niatnya  itu  apakah  dia akan   sanggup  untuk  membiayai  kehidupan  isteri-isteri  dan  anak-anaknya kelak.
2. Pengadilan  Agama  jika  akan  memberikan  persetujuan  kepada  seorang  suami  hendaknya  benar-benar  dilihat  apakah  suami  tersebut  benar-benar memerlukan  istri  lagi  karena  kenyataannya  didalam  masyarakat  poligami terjadi  bukan  karena  tiga  alasan  tersebut  tetapi  hanya  karena  nafsu  belaku yang  seringkali  diawali  dengan  perselingkuhan.  Jika  isteri  tidak  mengizinkan  kadang-kadang  suami  mengancam  akan  menceraikannya  atau suami  mengambil  cap  ibu  jari  sang  istri  ketika  ia  tidur  dan  meletakkannya diatas  dokumen  yang   diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ahmad Rofiq.2003. Hukum Islam di Indonesia. Cetakan keenam. Rajawali Pers. Jakarta
[2] Hoeve Van. 1990. Ensiklopedia Nasional Indonesia, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta
[3] Khoiruddin Nasution. 1996. Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
[4] Muhammad Ngajenan. 1991. Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, Cetakan I, Dahara Price, Jakarta
[5] Munawir AW. 1997. Kamus At Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka progresif, Yogyakarta
[6] Pramadya Yan Puspa. 1997 Kamus Hukum, Aneka Ilmu. Semarang
[7] Sayyid sabiq. 2004. Fiqh Sunnah 6, Cetakan ke-20, Pt Alma'arif, Bandung
[8] Suprapto Bibit.1990. Lika-liku poligami, cetakan I. Al-Kauzzar, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan


